
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk yang diciptaan Allah SWT dimuka bumi yang tidak 

dapat melepaskan diri dari berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan jasmani atau 

kebutuhan rohani. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia selalu 

membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain, karena tidak seorangpun 

manusia mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, oleh karena itu manusia 

disebut sebagai makhluk sosial. 

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pergaulan dalam hidupnya 

merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Dalam pergaulan hidup ini setiap 

orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, dan juga sebaliknya. Sehingga 

sering kali butuh kerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Syari’at Islam telah 

memberikan pokok-pokok aturan yang konkret dalam melaksanakan hubungan 

kerja sama yang baik dan benar, saling menolong dan saling menguntungkan tanpa 

saling merugikan antara kedua belah pihak. Aturan yang telah ada dalam syari’at 

Islam harus diimplementasikan sebagaimana mestinya  dalam kegiatan umat 

manusia demi terciptanya kemaslahatan umat di dunia dan akhirat. 

Sejak kelahiran agama Islam belasan abad yang lalu, Islam telah tampil 

sebagai agama yang komprehensif dalam mengatur seluruh aspek kehidupan 

manusia baik secara vertikal maupun horizontal. Islam telah memberikan perhatian 

pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat. Hukum Islam dan syari’at Islam 

mengatur semua aspek kehidupan, etika, dan sosial, dan meliputi perkara-perkara 

pidana maupun perdata, syariat bersifat komprehensif, mencakup seluruh aktivitas 

manusia, menentukan hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan sesama 

manusia dan antara urusan  ibadah dengan  urusan muamalah.1 Konsep Islam 

                                                     
1 Mervyn dan Latifa Algaound Lewis, Perbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek (Jakarta: PT. Serambi 

Ilmu Semesta, 2007), h. 36. 

 



 

 

mengenai muamalah amat sangat baik karena tidak keterpihakan dan 

menguntungkan salah satu pihak, akan tetapi menguntungkan semua pihak yang ada 

di dalamnya. Namun, jika moral manusia tidak baik,  maka pasti ada pihak yang 

dirugikan. 

Banyak diantara kaum muslimin saat ini mengabaikan ilmu muamalah dan 

melalaikan hal ini. Mereka tidak lagi peduli seandainya harus memakan harta yang 

haram, asalkan keuntungan mereka bertambah dan penghasilan mereka berlipat. Ini 

adalah kesalahan besar yang harus dihindari oleh setiap orang yang menekuni di 

ranah muamalah, agar dia dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, 

dan agar penghasilannya menjadi baik serta jauh dari perkara-perkara yang syubhat 

sebisa mungkin.2 

Allah SWT telah berfirman didalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29: 

 

اض   نْ تارا ةً عا ارا لاَّ أَنْ تاكُو نا تِجا
ِ
اينْاكُمْ بِِلباا طِلِ ا كُمْ ب

الا نوُا لا تاأ كُلوُا أَمْوا َّذِيْنا أ ما ُّهاا ال أَي نَّ اللَّها  يَا
ِ
كُمْ ا لااتاقْتُلوُا أَنفُْسا مِنكُْمْ وا

حِيْمًا...  كاانا بِكُمْ را

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (Q.S. Surat Al-Nisa (4) : 

29).3 

Ajaran Islam dalam hal bidang muamalah mempunyai fungsi sebagai regulasi, 

pengatur, agar umat manusia tidak keluar dari koridor-koridor yang telah ditentukan 

dan selalu mendapatkan ridha Allah Swt didalam menjalankan kegiatannya dalam 

sektor muamalah yang sangat berkaitan dengan harta dan ekonomi. 

Agama Islam merupakan agama yang komprehensif, dimana didalamnya 

mencangkup keseluruhan aspek kehidupan manusia, dari mulai ibadah kepada Yang 

Maha Kuasa maupun urusan muamalah semuanya telah diatur sedemikian rupa. 

                                                     
2 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), Jilid 5, h. 32-33 
3 ALWASIM, Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata, (Bekasi: Cipta Bagus 

Segara, 2013), h. 83. 



 

 

Muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antar sesama manusia 

dalam memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan ajaran prinsip yang 

terkandung dalam Al-qur’an dan Sunnah. Salah satu kegiatan dalam muamalah yang 

berada dalam kehidupan masyarakat adalah upah mengupah (ijarah). 

Al- Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti menurut bahasanya adalah al-

iwadh yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah.4 Upah adalah 

sejumlah uang yang harus diberikan kepada seseorang dikarenakan telah 

memperkerjakan atau mengambil tenaganya, sesuai dengan apa yang telah 

dikerjakannya. Ijarah merupakan salah satu akad mu’awadhat, yaitu transaksi yang 

bertujuan mendapatkan keuntungan atau manfaat material.5 

Ijarah adalah “pemilikkan jasa dari seorang yang menyewakan (mu’ajir) oleh 

orang yang menyewa (musta’jir), serta pemilikan harta dari pihak musta’jir oleh 

seorang mu’ajjir. Dengan demikian, ijarah berarti merupakan transaksi terhadap 

jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula”6 Dalam akad ijarah tidak 

selamanya manfaat di peroleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari 

tenaga manusia. Ijarah dalam hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam 

masyarakat.  Allah Swt telah berfirman dalam Al-Qur’an: 

ا  ذا
ِ
كُمْ فالاا خُنااحا عالايْكُم ا اسْتارضِعُوا أَوْلادا ُّمْ أَنْ ت دت نْ أَرا

ِ
ا ا وا اعْلامُواْ أَنَّ اللَّها بِما َّقُوا االلَّها وا أ ت عْرُوْفِ وا اتايتُْمْ بِِلمْا أ  ءا َّمْتُمْ مَّ ل سا

اصِيرْ    تاعْلامُوْنا ب

“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa 

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat 

apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah : 233).7 

Didalam Al-Qur’an dan Hadis sudah sangat jelas, bahwasannya jika kita 

                                                     
4 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah,(Jakarta : Raja Grafindo Persada,  2010), h. 113 
5 https://dsnmuiinstitute.com/akad-ijarah-dan-jalah/ (diakses pada 5 Juli 2021, pukul 22.31). 
6 http://habisaadi.blogspot.com/2014/10/macam-macam-ijarah_15.html?m=1 (diakses pada 6 Juli 

2021, pukul 20.56). 
7 ALWASIM, Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata, Op.Cit. h. 37. 

https://dsnmuiinstitute.com/akad-ijarah-dan-jalah/
http://habisaadi.blogspot.com/2014/10/macam-macam-ijarah_15.html?m=1


 

 

menggunakan jasa orang lain dalam suatu pekerjaan sudah seharusnya untuk 

memberikan bayaran atau imbalan yang sesuai dengan apa yang dikerjakannya agar 

tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini. 

Dalam hal ijarah Ulama syafi’iyah memberikan pandangan bahwasannya 

akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa 

diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu. 

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah, memutuskan bahwa dalam 

fatwa ini yang dimaksud dengan akad ijarah adalah akad sewa antara mu’jir dengan 

musta’jir atau antara musta’jir dengan ajir untuk mempertukarkan manfa’ah dan 

ujrah, baik manfaat barang maupun jasa.8 

Dalam praktek ijarah harus adanya kesepakatan antar kedua belah pihak yang 

melakukan suatu kerjasama, di desa Bendungan Kecamatan Jonggol Kabupaten 

Bogor-Jawa Barat. Masyarakat terbiasa menggiling padi hasil panen  ketempat jasa 

penggilingan terdekat, sistem pengupahan penggilingan padi biasanya ada yang 

berbentuk uang dan beras, tidak  jarang pengupahan dengan menggunakan beras 

hasil giling tidak sesuai dengan harga beras yang ada dipasaran. Upah jasa 

penggilingan padi, bilamana membayar menggunkan beras sebagai timbal balik jasa 

yang sudah diterima, terkadang pihak penggilingan akan langsung mengambil upah 

dengan menggunakan beras hasil gilingnya. Hal ini dapat menimbulkan adanya 

peluang melakukan tindakan kecurangan dan akan berakibat terjadinya 

permasalahan dikemuadian hari. 

Oleh karena itu, berdasarkan dari hal yang melatarbelakangi permasalahan 

diatas, untuk itu perlu diadakannya penelitian dengan judul Tinjauan Hukum 

Ekonomi Syari’ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras Di Desa 

Bendungan-Kecamatan Jonggol-Kabupaten Bogor-Jawa Barat. (Studi Kasus 

Di Penggilingan Padi Desa Bendungan). 

                                                     
8 Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah 



 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam praktek ijarah harus adanya kesepakatan antar kedua belah pihak yang 

melakukan suatu kerjasama. Di desa Bendungan Kecamatan Jonggol Kabupaten 

Bogor-Jawa Barat, masyarakat terbiasa menggiling padi hasil panen ke 

penggilingan setempat. Pengupahan penggilingan padi biasanya ada yang berbentuk 

uang dan beras, tidak jarang pengupahan dengan menggunakan beras hasil giling itu 

sipemilik jasa akan mengambil langsung takaran upahnya tanpa ada salah satu 

pihak. Serta pembayaran upah itu tidak ada rujukan pasti sesuai dengan harga beras 

yang ada dipasaran begitu sebaliknya. Hal ini bisa mengakibatkan adanya salah satu 

pihak yang dirugikan dikarenakan tidak adanya tolak ukur harga yang harus dibayar 

baik dengan menggunakan harga beras. Hal seperti ini dapat menimbulkan 

kecurangan dan berakibat pada perselisihan. 

Berdasarkan uraian masalah diatas tersebut, maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengupahan giling padi dibayar dengan beras di Desa Bendungan 

Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor? 

2. Bagaimana maslahat dan mudharat sistem upah giling padi dibayar dengan beras 

di Desa Bendungan Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor? 

3. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap upah giling padi di 

bayar dengan beras di Desa Bendungan Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan penggilingan padi dengan beras yang 

berada di Desa Bendungan Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor. 

2. Untuk mengetahui maslahat dan mudharat sistem upah giling padi dibayar 

dengan beras di Desa Bendungan Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor. 

3. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah tentang pengupahan 

penggilingan padi dengan beras yang berada di Desa Bendungan Kecamatan 

Jonggol Kabupaten Bogor. 



 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang asih pemikiran 

hukum Islam pada umumnya dan terkhusus untuk penulis sendiri agar dapat 

berpikiran lebih luas. Adapun kegunaan penelitian sekurang-kurangnya ada dua 

aspek, yakni: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan sedikit atau banyak dapat memberikan 

kegunaan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang muamalah 

pada umumnya dan terkhusus dalam bab ijarah yang menyangkut upah 

mengupah yang sesuai hukum Islam dimasa yang akan datang. Dan juga 

Dapat dijadikan referensi untuk melakukan kajian yang sama dalam penelitian 

yang lebih lanjut. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat sedikit banyaknya memberikan 

informasi kepada masyarakat mengenai upah giling padi yang sesuai dengan 

syari’at Islam. 

E. Studi Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan, yang mana penulis tidakakan 

terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu sebagai sumber informasi serta 

gambaran untuk melakukan penelitian ini. Penulis mengadakan studi terdahulu 

bertujuan untuk memperkuat hasil penelitian dan sebagai bahan perbandingan 

dengan penelitian yang sudah ada terkait topik yang dikaji mengenai pengupahan 

(ujrah), serta terhindar dari plagiat/menjiplak tulisan orang lain. Berikut ini hasil 

penelitian terdahulu dan mempunyai relevansi topik dengan peliti yang sedang 

dikerjakan saat ini, antara lain: 

Sukardi, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik 

Penyewaan Jasa Penggilingan Padi Di Desa Penunjak Kecamatan Praya Barat 



 

 

Kabupaten Lombok Tengah”. Mahsiswa S1 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Mataram pada tahun 2018.9 

Penulis berkesimpulan bahwa dari hasil tadi terdapat persamaan dan 

perbedaan penelitian, persamaannya yaitu sama-sama membahas terkait jasa 

penggilingan padi, sedangkan perbedaanya adalah mengenai judul waktu dan 

tempat serta situasi yang dilaksanakan. Skripsi terdahulu membahas tentang 

tinjauan hukum Islam terhadap praktek jasa penggilingan padi keliling sedangkan 

peneliti yang sedang dilakukan adalah tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap 

upah giling padi dibayar dengan beras. 

Ratna Kartikasari, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktek Jasa Penggilingan Padi Keliling Di Desa Purworejo Kecamatan Geger 

Kabupaten Madiun”. Mahasiswa S1 Program Studi Mu’amalah Jurusan Syariah 

Dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, pada tahun 2016.10 

Penulis mempunyai hasil akhir bahwasannya: akad jasa yang dilakukan 

penggilingan belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karena asas-asas 

dalam berakad belum sepenuhnya dilaksanakan dan juga system upah yang yang 

didapat tidak sesuai dengan syariat serta beras sisa yang tertinggal dalam mesin 

penggilingan tidak diperhitungkan. Dari hasil tadi terdapat persamaan dan 

perbedaan penelitian, persamaannya adalah sama-sama membahas terkait jasa 

penggilingan padi, sedangkan perbedaanya adalah mengenai judul waktu dan 

tempat serta situasi yang dilaksanakan. Skripsi terdahulu membahas tentang 

tinjauan hukum Islam terhadap praktek jasa penggilingan padi keliling sedangkan 

peneliti yang sedang dilakukan adalah tinjauan hukum ekonomi Syari’ah terhadap 

upah giling padi dibayar dengan beras. 

                                                     
9 Sukardi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyewaan Jasa Penggilingan Padi Di Desa 

Penunjak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah”, dalam skripsi (Mataram: UIN 

Mataram, 2018). 
10 Ratna Kartikasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi Keliling Di 

Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, dalam skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 

2016), h. 71. 



 

 

Deston Saputra, dengan judul skripsi “Sistem Pengupahan Pekerja Pencari 

Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Didesa 

Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)”. Mahasiswa 

S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro, pada tahun 

2019.11 

Kesimpulan pada skripsi terdahulu bahwasannya pengupahan dalam 

penghimpunan pencari dana pembangunan mesjid yang dikerjakan sudah sesuai 

dengan hukum Islam, karena dalam pengupahannya sudah ada perjanjian terlebih 

dahulu di awal terkait berapa jumlah nominal yang akan diberikan kepada pencari 

dana dan juga pembayaran atau upahnya diberikan secara langsung setelah 

pekerjaan lakukan selesai. Jadi dalam aktivitas pengupahan ini tidak ada salah satu 

pihak yang merasa dirugikan dalam menjalankan transaksi tersebut atas dasar 

kesepakatan bersama. Persamaan skripsi yang sedang dilakukan atau dibuat penulis 

dengan skripsi terdahulu Deston Saputra, dari segi judul sama membahas terkait 

ujrah jasa seseorang tertentu, dan perbedaannya dari segi jasa yang dilakukan serta 

waktu dan tempat yang dijadikan bahan penelitian itu sendiri. 

Siti Maesaroh, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik 

Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit 

Kabupaten Way Kanan)”. Mahasiswa S1 Program Studi Muamalah Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden lntan Lampung, pada tahun 

2019.12 

Kesimpulan pada skripsi terdahulu bahwasannya upah buruh cangkul ada dua 

system pembayaran yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tangguh 

dimana akan dibayar dengan gabah setelah panen selesai. Dalam sistem pengupahan 

                                                     
11 Deston Saputra, “Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari 

Hukum Islam (Studi Kasus Didesa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung 

Barat), dalam skripsi, (Metro: IAIN Metro, 2019). 
12 Siti Maesaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di 

Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)”, dalam skripsi, (Lampung: UIN 

Raden Intan Lampung, 2019). 



 

 

yang pertama sudah sesuai dengan syariat, sedangkan dengan sistem yang kedua 

belum memenuhi persyaratan dalam upah kerja dikarenakan pengupahan dalam 

sistem kedua objek yang dijadikan pembayaran belum pasti berapa banyak padi 

yang akan diterima oleh buruh sebab hasil tanaman padi belum dapat dipastikan 

hasilnya bagus atau malah gagal. Persamaan skripsi terdahulu dengan yang sekarang 

adalah sama-sama membahas tentang upah jasa akantetapi terdapat perbedaan 

dalam hal judul yakni “upah buruh cangkul dengan upah giling padi dibayar dengan 

beras”, tempat dilakukannya penelitian, serta jenis jasa yang dilakukan dilapangan. 

 

Tabel 1.1. 

PENELUSURAN STUDI TERDAHULU 

No Nama dan Judul Skripsi Substansi dan Tujuan Skripsi 

1 

Sukardi, dengan judul skripsi 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktik Penyewaan Jasa 

Penggilingan Padi Di Desa 

Penunjak Kecamatan Praya Barat 

Kabupaten Lombok Tengah”. 

Mahsiswa S1 Jurusan Muamalah 

Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri Mataram pada tahun 2018 

1. Untuk mengetahui 

bagaimana praktek 

penyewaan dalam sistem 

pembayaran jasa 

penggilingan padi didesa 

Penunjak Kecamatan Praya 

Barat Kabupaten Lombok 

Tengah. 

2. Untuk mengetahui 

bagaimana tinjauan hukum 

Islam terhadap sistem 

pembayaran jasa 

penggilingan padi didesa 

Penunjak Kecamatan Praya 

Barat Kabupaten Lombok 

Tengah. 

2 

Ratna Kartikasari, dengan judul 

skripsi “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Praktek Jasa 

Penggilingan Padi Keliling Di 

Desa Purworejo Kecamatan 

Geger Kabupaten Madiun”. 

Mahasiswa S1 Program Studi 

Mu’amalah Jurusan Syariah Dan 

Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, 

1. Untuk mengetahui 

bagaimana tinjauan hukum 

Islam terhadap akad 

penggilingan padi keliling 

didesa Purworejo 

Kecamatan Geger 

Kabupaten Madiun. 

2. Untuk mengetahui tinjauan 

hukum Islam terhadap 



 

 

pada tahun 2016 sistem pembayaran jasa 

penggilingan padi keliling 

didesa Purworejo 

Kecamatan Geger 

Kabupaten Madiun. 

3. Untuk mengetahui tinjauan 

hukum Islam terhadap 

kepemilikan sisa beras 

yang ada dimesin 

penggilingan padi keliling 

didesa Purworejo 

Kecamatan Geger 

Kabupaten Madiun. 

3 

Deston Saputra, dengan judul 

skripsi “Sistem Pengupahan 

Pekerja Pencari Dana 

Pembangunan Masjid Ditinjau 

Dari Hukum Islam (Studi Kasus 

Didesa Padang Tambak 

Kecamatan Way Tenong 

Kabupaten Lampung Barat)”. 

Mahasiswa S1 Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah 

IAIN Metro, pada tahun 2019 

Untuk mengetahui sistem 

pengupahan yang ada didesa 

tersebut dilihat dari Perspektif 

hukum islam. 

4 

Siti Maesaroh, dengan judul 

skripsi “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Praktik Upah Kerja 

Buruh Cangkul (Studi di Kampung 

Argomulyo Kecamatan Banjit 

Kabupaten Way Kanan)”. 

Mahasiswa S1 Program Studi 

Muamalah Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri 

Raden lntan Lampung, pada tahun 

2019 

1. Untuk mengetahui upah 

kerja buruh cangkul di 

kampung Argomulyo 

Kecamatan Banjit 

Kabupaten Way Kanan. 

2. Untuk mengetahui 

bagaimana tinjauan hukum 

Islam terhadap upah kerja 

buruh cangkul di kampung 

Argomulyo Kecamatan 

Banjit Kabupaten Way 

Kanan. 

 

F. Kerangka Pemikiran 



 

 

Secara bahasa ijarah merupakan kata dasar (mashdar) yang semakna dengan 

kata al-ajr yang berarti perbuatan (al-fi’il). Oleh karena itu, arti ijarah secara 

etimologis adalah imbalan atas perbuatan. Sedangkan secara istilah ijarah adalah 

akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu 

dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

atas barang itu sendiri.13 

Ijarah dalam konsep Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas 

pekerjaanya dalam bentuk imbalan materi di dunia secara adil dan layak, dalam 

bentuk imbalan pahala di akhirat (Imbalan yang lebih baik).14 

Ijarah dalam konsep sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah 

terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah 

bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah 

ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, 

bukan bendanya.  

Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, 

akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam hal ini bisa 

disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.15  

Ijarah dapat dikelompokan menjadi dua, sebagai berikut: 

1. Ijarah yang bersifat manfaat, misalnya sewa menyewa barang, bangunan, dan 

hal lainnya dan manfaatnya diperbolehkan oleh syara’ maka hal tersebut bisa 

dijadikan sebagai objek sewa-menyewa.  

2. Ijarah yang bersifat jasa atau pekerjaan, menurut pendapat ulama ijarah seperti 

ini diperbolehkan selama pekerjaannya jelas. Ijarah ini ada yang bersifat pribadi 

                                                     
13 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Akad Ijarah dan Ju’alah (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2018), 

Cet. Ke-3, h. 2. 
14 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 

784. 
15 M. Yasid Afandi, Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah, 

(Yogyakarta: Logung Pustaka) h.180. 



 

 

seperti menggaji pembantu rumah tangga dan lainnya, dan juga ada yang 

kelompok.16 

Pada dasarnya semua jenis transaksi dibolehkan untuk semua orang  kecuali 

ada dalil yang mengharamkannya, meskipun dibolehkan tetapi harus selalu dalam 

koridornya dan syarat beserta rukun dalam bertransaksi terpenuhi semua. Sama 

halnya dengan ijarah ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku, yakni: 

1. Rukun ijarah 

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena 

adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Menurut jumhur Ulama, 

rukun ijarah ada empat, yaitu:17 

a. Aqid (orang yang berakad) 

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. 

Orang yang memberikan upah dan penyewa disebut mu‟jir dan orang yang 

menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut 

musta’jir. 

b. Sighat 

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (sighatul 

’aqad), terdiri atas ijab dan qabul dapat melalui: ucapan, utusan dan tulisan, 

isyarat, secara diam-diam, dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama 

dengan ijab dan qabul pada jual beli hanya saja dalam ijarah harus 

menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan. 

c. Upah  

Upah yaitu sesuatu yang diberikan musta’jir atas jasa yang telah 

diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu’ajjir. 

d. Manfaat 

                                                     
16 Agung Fakhruzy, “Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut 

Ekonomi Islam Didesa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan”, Jurnal Baabu Al-Ilmi, Vol.5 No.1 

(2020), h. 66. 
17 Ahmad, Farroh Hasan, Fiqh Muamalah (Malang: UIN-Maliki Press, 2018) Cet. Ke-1, h. 53-55. 



 

 

Untuk mengontrak seseorang musta’jir harus diketahui bentuk kerjanya, 

waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karna itu jenis pekerjaanya harus 

dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur 

hukumnya adalah fasid. 

2. Syarat-Syarat Ijarah 

Sebagai sebuah transaksi umum, al-ijarah baru diangap sah apabila telah 

memenuhi rukun serta syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam 

transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut:18 

a. Pelaku ijarah haruslah berakal 

Kedua belah pihak yang berakad (al-Muta’aqidain), menurut ulama 

Syafi’iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab 

itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang 

gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh). menurut 

mereka, al-ijarah tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah 

berpendapat bahwa kedua orang yang berakad ini tidak harus mencapai usia 

balig, tetapi anak yang telah mummayiz pun boleh melakukan akad al-ijarah. 

Namun, mereka mengatakan akad al-ijarah terhadap harta dan dirinya, maka 

akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah mestilah orang-orang 

yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala 

perbuatan yang dilakukannya dapat dipertangungjawabkan secara hukum. 

b. Keridhoan pihak yang berakad 

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk 

melakukan akad al-ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa 

melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. 
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c. Manfaat yang menjadi objek al-ijarah harus diketahui secara sempurna, 

sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. 

d. Objek itu boleh diserahkan diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan 

tidak cacat. 

e. Objek tersebut harus yang diperbolehkan oleh syara dan halal. 

f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. 

g. Objek tersebut merupakan sesuatu yang biasa disewakan. 

h. Upah/sewa dalam akad al-ijarah haruslah jelas, tertentu dan sesuatu yang 

bernilai harta. 

Sementara itu Sayyid Sabiq berendapat bahwa syarat-syarat ijarah ada lima yaitu: 

a. Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi; 

b. Objek yang disewakan diketahui manfaatnya; 

c. Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya; 

d. Benda yang disewakandapat diserahkan; 

e. Kemanfaatannya mubah bukan yang diharamkan. 

Ijarah dapat dikelompokan menjadi dua, sebagai berikut: 

1. Ijarah yang bersifat manfaat, misalnya sewa menyewa barang, bangunan, dan hal 

lainnya dan manfaatnya diperbolehkan oleh syara’ maka hal tersebut bisa 

dijadikan sebagai objek sewa-menyewa.  

2. Ijarah yang bersifat jasa atau pekerjaan, menurut pendapat ulama ijarah seperti 

ini diperbolehkan selama pekerjaannya jelas. Ijarah ini ada yang bersifat pribadi 

seperti menggaji pembantu rumah tangga danlainnya, dan juga ada yang 

kelompok.19 

G. Langkah-Langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara 

teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data dalam 
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melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek dan objek yang akan 

diteliti.20 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode field research 

(lapangan) dengan pendekatan deskriftif. Penelitian lapangan merupakan studi 

atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung 

dan dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.21 dimana peneliti ini 

bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan atau fenomena yang 

terjadi, dan berorientasi untuk di pahami, menggali dan menafsirkan arti dan 

pristiwa-pristiwa, fenomena- fenomena dan hubungan dengan orang-orang yang 

biasa dalam situasi tertentu yang sedang diteliti. 

2. Jenis Data  

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data 

kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan bilangan, atau dengan 

kata lain data yang disajikan dalam bentuk katat-kata yang mengandung makna 

atau berbentuk kategori.22 Penelitian ini akan melakuakan data melalui 

penelusuran terhadap data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun 

data primer, kemudian data tersebut diberi kualifikasi atau digolongkan sebagai 

suatu peristiwa hukum. 

3. Sumber Data 

Menurut sumbernya data dapat dibedakan menjadi dua, sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti 

atau lembaga tertentu langsung dari sumbernya.23 Dalam hal ini data tersebut 

diperoleh dari pemilik jasa penggilingan padi dan masyarakat disekitaran 

                                                     
20 Masrunah, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka), h.32. 
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22 Ma’ruf Abdullah, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 244. 
23 Anak Agung Putu Agung dan Anik Yuesti, Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif dan Kualitatif 

(Bali: CV. Noah Aletheia, 2019), h. 63. 



 

 

penggilingan padi di Desa Bendungan. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang di peroleh dari buku-buku atau 

artikel yang ada kaitanyan dengan penelitian ini, seperti buku, jurnal, skripsi 

terdahulu, artikel yang berhubungan dengan penelitian yang sedang 

dilakukan.. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.24 

a. Obervasi 

Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti. Ada dua indera yang sangat vital di dalam 

melakukan pengamatan yaitu mata dan telinga.25 Observasi adalah penulis 

meninjau dan mengamati secara dekat dan langsung peristiwa yang 

sebenarnya dilapangan dengan mata kepala sendiri. Sehingga observasi bisa 

diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara objektif terhadap 

fenomena-fenomena yang diteliti. 

b. Wawancara 

Metode wawancara di sini ialah suatu kegiatan tanya jawab  dengan 

tatap muka (face to face) antara pewawancara (interviewer) dengan yang 

diwawancarai (interviewer) tentang masalah yang diteliti, dimana 

pewawancara bermaksud memperoleh informasi dari yang diwawancarai 

yang relevan dengan masalah yang diteliti.26 Pada kesempatan ini penulis 
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melakukan wawancara langsung dengan pihak pemilik penggilingan padi dan 

sebagian masyarakat sekitar yang rutin menggiling padi. 

c. Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah untuk mencari dan  menghimpun konsep-

konsep yang ada relevansinya dengan topik penelitian. Artinya studi 

kepustakaan ini digunakan  untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif 

dengan cara mencari teori yang terdapat pada buku-buku dan sebaginya yang 

ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. 

5. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses untuk mengungkapkan makna dari data 

penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu.27 

Adapun langkah penulis dalam menganalisis data yaitu :   

a. Mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan objek yang 

diteliti; 

b. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber; 

c. Menyeleksi dan mengklasifikasikan data yang sudah diperoleh dari berbagai 

sumber; 

d. Menganalisis data dengan menggunakan suatu metode yang isinya akan 

menjawab permasalahan penelitian; 

e. Menarik kesimpulan, dengan mengacu pada rumusan masalah dan pertanyaan 

penelitian yang dibuat. 
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